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Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Modo berbatasan langsung dengan 

beberapa kecamatan, Sebelah Utara dengan Kecamatan Babat, Sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Kedungpring, Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Ngimbang dan Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

Kecamatan Modo memiliki luas wilayah 77,02 km2 yang secara administratif terbagi 

ke dalam 17 desa. Desa dengan wilayah paling luas wilayahnya adalah Desa 

Mojorejo dengan luas wilayah 11,25 km2 atau 14,61 persen dari luas kecamatan 

Modo. Sementara desa dengan wilayah paling kecil adalah Desa Sambungrejo 

dengan luas wilayah 1,36 km2 atau 1,77 persen dari luas wilayah Kecamatan Modo.

Kecamatan Modo terdiri dari 17 desa, yaitu: Desa jegreg, Desa Kedunglerep, Desa 

Sambangrejo, Desa Medalem, Desa Kedungpengaron, Desa Sumberagung, Desa 

Mojorejo, Desa Pule, Desa Yungyang, Desa Sidodowo, Desa Jatipayak, Desa 

Kedungwaras, Desa Sidomulyo, Desa Kacangan, Desa Sambungrejo, Desa 

Kedungrejo, dan Desa Nguwok.

Gambaran Umum Kecamatan Modo



Tugas
Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta

mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

1. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana 

Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan 

Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

2. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional 

Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;

3. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

5. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

6. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

7. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

8. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan;

9. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

10. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

11. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, antara lain:

a. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

b. penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.

12. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;

13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat



No. Status Kepegawaian Jumlah

1. Pegawai Negeri Sipil 20

2.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja
6

3. Tenaga Kontrak Kerja 4

Total 30

No. ASN Golongan Jumlah

1.

PNS

IV 1

2. III 16

3. II 3

4. I -

5.
PPPK

IX 4

6. V 2

Total 26

No. Pendidikan PNS PPPK TKK Jumlah

1. S2 2 - - 2

2. S1/D4 14 4 2 20

3. D3 - - - -

4. SMA/Sederajat 4 2 1 7

5. SMP/Sederajat - - 1 1

6. SD - - - -

Total 20 6 4 30

Struktur Organisasi Kecamatan Modo



MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERDAMPAK MELALUI DIGITALISASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN 
YANG AKUNTABEL DAN RESPONSIF

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak yang Berorientasi Layanan

• Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

•Nilai Sinergitas

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

• Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

•Nilai SAKIP Perangkat Daerah

•Nilai Manajemen Risiko

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

• Indeks IKM

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

•Nilai SAKIP

Misi

Tujuan

RPJMD

Sasaran

RPJMD

Sasaran

RPJMD

Tujuan PD

Sasaran PD

Sasaran PD

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Indikator

Hubungan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dengan Resntra Kecamatan Modo Tahun 2025-2029



Pohon Kinerja



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Program 

Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum

Persentase Urusan 

Pemerintahan Umum 

yang Diselenggarakan

Program Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

Persentase Desa Naik 

Kelas

Lanjutan

(Slide 8)

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak yang Berorientasi Layanan

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Indikator ke-1 : Indeks IKM

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator ke-2 : Nilai SAKIP

Tujuan : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Indikator : Nilai Sinergitas

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator ke-1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Indikator ke-2 : 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah & 2. Nilai Manajemen Risiko

Kepala

Daerah

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase Pelayanan 

Internal yang Tersedia 

dengan Baik

Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Tepat Waktu

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

Melaksanakan 

Pemberdayaan 

terhadap Masyarakat

Program Koordinasi 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

Persentase Konflik 

yang Tertangani

Camat

Modo

Sekretaris

Camat

I

n

d

i

k

a

t

o

r

Persentase Pelayanan 

Internal yang Tersedia 

dengan Baik

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

Tepat Waktu

Persentase 

Desa/Kelurahan yang 

Melaksanakan 

Pemberdayaan 

terhadap Masyarakat
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Jumlah 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan Kepala 

Daerah

Jumlah 

Pelaksanaan 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa

1. Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja yang 

Disusun Tepat Waktu

2. Jumlah Laporan 

Keuangan yang 

Disusun Tepat Waktu

3. Jumlah Laporan 

Kepegawaian yang 

Disusun secara 

Berkualitas

4. Jumlah Laporan 

Persediaan Barang 

dan Jasa yang Tepat 

Waktu

5. Jumlah Laporan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah

6. Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

7. Jumlah Laporan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah

Jumlah Pelayanan 

Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilaksanakan 

Kecamatan

1. Jumlah

Peningkatan

Efektivitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

2. Jumlah Kegiatan

Pemberdayaan

dan Kesejahteraan

Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan

Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Pembinaan 

Politik dan Linmas 

yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan 

Kepala Daerah

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa
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Kasubbag

& 

Kepala

Seksi

1. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

2. Administrasi

Keuangan Perangkat

Daerah

3. Administrasi

Kepegawaian

Perangkat Daerah

4. Administrasi

Umum Perangkat

Daerah

5. Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

7. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

yang Tidak 

Dilaksanakan 

oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah 

yang ada di 

Kecamatan

1. Koordinasi

Kegiatan

Pemberdayaan

Desa

2. Pemberdayaan

dan 

Kesejahteraan

Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan

1. Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja yang 

Disusun Tepat Waktu

2. Jumlah Laporan 

Keuangan yang 

Disusun Tepat Waktu

3. Jumlah Laporan 

Kepegawaian yang 

Disusun secara 

Berkualitas

4. Jumlah Laporan 

Persediaan Barang 

dan Jasa yang Tepat 

Waktu

5. Jumlah Laporan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah

6. Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

7. Jumlah Laporan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah
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Jumlah 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 

Penugasan Kepala 

Daerah

Jumlah 

Pelaksanaan 

Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pemerintahan 

Desa

Jumlah Pelayanan 

Urusan 

Pemerintahan yang 

Dilaksanakan 

Kecamatan

1. Jumlah

Peningkatan

Efektivitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

2. Jumlah Kegiatan

Pemberdayaan

dan Kesejahteraan

Keluarga Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan

Jumlah Pembinaan 

Politik dan Linmas 

yang Dilaksanakan

1. Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja yang 

Disusun Tepat Waktu

2. Jumlah Laporan 

Keuangan yang 

Disusun Tepat Waktu

3. Jumlah Laporan 

Kepegawaian yang 

Disusun secara 

Berkualitas

4. Jumlah Laporan 

Persediaan Barang 

dan Jasa yang Tepat 

Waktu

5. Jumlah Laporan 

Pengadaan Barang 

Milik Daerah

6. Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

7. Jumlah Laporan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah
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Staf

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangn ASN

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

18. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

4. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

5. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan 

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

6. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

7. Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan

8. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

9. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

10. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang 

Disediakan
11. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

14. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

15. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

16. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

17. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

18. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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Peningkatan Efektifitas 

Pelaksanaan Pelayanan 

kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas Pelaksanaan 

Pelayanan kepada Masyarakat 

di Wilayah Kecamatan



1. Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan yang 

Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

2. Jumlah Laporan 

Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

3. Jumlah Keluarga yang 

Mengikuti Peningkatan 

Ketahanan Pangan Keluarga

1. Jumlah Laporan Hasil 

Sinergitas dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

2. Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Harmonisasi 

Hubungan dengan Tokoh 

Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Dokumen Semua 

Urusan Pemerintahan yang 

Bukan Merupakan 

Kewenangan Daerah dan 

Tidak Dilaksanakan oleh 

Instansi Vertikal

1. Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

2. Jumlah Dokumen yang 

Difasilitasi dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Desa 

dan Pendayagunaan Aset 

Desa
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1. Sinergitas dengan

Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi

Vertikal di Wilayah 

Kecamatan

2. Harmonisasi Hubungan 

dengan Tokoh Agama dan 

Tokoh Masyarakat

Pelaksanaan Semua Urusan 

Pemerintahan yang Bukan 

Merupakan Kewenangan 

Daerah dan Tidak 

Dilaksanakan oleh Instansi 

Vertikal

1. Fasilitasi Administrasi 

Tata Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Pengelolaan 

Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Asset Desa

Staf
1. Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa

2. Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

3. Peningkatan Ketahanan

Pangan Keluarga



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-1
Indikator

ke-1
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKATN

YA KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTAH

AN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATN

YA KUALITAS 

PENYELENGG

ARAAN 

PELAYANAN 

PUBLIK

INDEKS 

KEPUASAN 

MASYARAKAT

PROGRAM 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DAN 

PELAYANAN 

PUBLIK

Persentase

Penyelenggar

aan

Pelayanan

Publik Tepat

Waktu

Penyelenggara

an Urusan

Pemerintahan

yang Tidak

Dilaksanakan

oleh Unit Kerja

Perangkat

Daerah yang 

ada di 

Kecamatan

Jumlah

Pelayanan

Urusan

Pemerintahan

yang 

Dilaksanakan

Kecamatan

Peningkatan

Efektifitas

Pelaksanaan

Pelayanan

kepada

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan

Peningkatan

Efektifitas

Pelaksanaan

Pelayanan

kepada

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

PROGRAM 

PEMBERDA

YAAN 

MASYARAK

AT DESA 

DAN 

KELURAHAN

Persentase

Desa/Kelurah

an yang 

Melaksanakan

Pemberdayaa

n terhadap

Masyarakat

Koordinasi

Kegiatan

Pemberdayaan

Desa

Jumlah

Peningkatan

Efektivitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat 

dalam Forum 

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan 

di Desa

Jumlah Lembaga 

Kemasyarakatan

yang 

Berpartisipasi

dalam Forum 

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan di 

Desa

Peningkatan

Efektifitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan

Peningkatan

Efektivitas

Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat di 

Wilayah 

Kecamatan



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-1
Indikator

ke-1
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTAH

AN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATN

YA KUALITAS 

PENYELENGG

ARAAN 

PELAYANAN 

PUBLIK

INDEKS 

KEPUASAN 

MASYARAKAT

PROGRAM 

PEMBERDAYA

AN 

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN

Persentase

Desa/Kelurahan

yang 

Melaksanakan

Pemberdayaan

terhadap

Masyarakat

Pemberdayaan

dan 

Kesejahteraan

Keluarga

Tingkat 

Kecamatan

dan Kelurahan

Jumlah

Kegiatan

Pemberdayaan

dan 

Kesejahteraan

Keluarga

Tingkat 

Kecamatan dan 

Kelurahan

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Keluarga

Jumlah

Keluarga yang 

Mengikuti

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Keluarga



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi

Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan, 

Penganggaran

dan Evaluasi

Kinerja yang 

Disusun Tepat

Waktu

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah

Evaluasi

Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Administrasi

Keuangan

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Keuangan

yang Disusun

Tepat Waktu

Penyediaan

Gaji dan 

Tunjangan

ASN

Jumlah Orang 

yang Menerima

Gaji dan 

Tunjangan ASN



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Administrasi

Keuangan

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Keuangan

yang Disusun

Tepat Waktu

Koordinasi dan 

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Akhir Tahun

SKPD

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir 

Tahun dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Koordinasi dan 

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwul

an/Semesteran

SKPD

Jumlah Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulan

/Semesteran

SKPD dan 

Laporan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulan

/Semesteran

SKPD



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Administrasi

Kepegawaian

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Kepegawaian

yang Disusun

secara

Berkualitas

Pengadaan

Pakaian Dinas 

Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket

Pakaian Dinas 

beserta Atribut

Kelengkapan

Administrasi

Umum

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Persediaan

Barang dan 

Jasa yang 

Tepat Waktu

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Paket

Komponen

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor yang 

Disediakan

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah Paket

Bahan Logistik

Kantor yang 

Disediakan



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Administrasi

Umum

Perangkat

Daerah

Jumlah

Laporan

Persediaan

Barang dan 

Jasa yang 

Tepat Waktu

Penyediaan

Barang

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket

Barang Cetakan

dan 

Penggandaan

yang Disediakan

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah Dokumen

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan yang 

Disediakan

Penyelenggara

an Rapat

Koordinasi dan 

Konsultasi

SKPD

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi

SKPD



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Pengadaan

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Jumlah

Laporan

Pengadaan

Barang Milik 

Daerah

Pengadaan

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

yang Disediakan

Penyediaan

Jasa 

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa 

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Penyediaan

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan

Penyediaan

Jasa Peralatan

dan 

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan

Kantor yang 

Disediakan



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Penyediaan

Jasa 

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah

Laporan

Penyediaan

Jasa 

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Penyediaan

Jasa 

Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa 

Pelayanan

Umum Kantor 

yang Disediakan

Pemeliharaan

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah

Laporan

Pemeliharaan

Barang Milik 

Daerah

Penyediaan

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya

Pemeliharaan

dan Pajak

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan Dinas 

Jabatan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan

Pajaknya



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTA

HAN 

DAERAH 

KABUPATEN

/KOTA

Persentase

Pelayanan

Internal yang 

Tersedia

dengan Baik

Pemeliharaan

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Jumlah

Laporan

Pemeliharaan

Barang Milik 

Daerah

Penyediaan

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya

Pemeliharaan, 

Pajak, dan 

Perizinan

Kendaraan

Dinas 

Operasional

atau Lapangan

Jumlah

Kendaraan Dinas 

Operasional atau

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi

Gedung Kantor 

dan Bangunan

Lainnya

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan

Lainnya yang 

Dipelihara/

Direhabilitasi



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTERA

MAN DAN 

KETERTIBAN 

UMUM

Persentase 

Konflik yang 

Tertangani

Koordinasi

Upaya

Penyelenggaraan

Ketenteraman

dan Ketertiban

Umum

Jumlah

Pembinaan

Politik dan 

Linmas yang 

Dilaksanakan

Sinergitas

dengan

Kepolisian

Negara 

Republik

Indonesia, 

Tentara

Nasional 

Indonesia dan 

Instansi

Vertikal di 

Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan

Hasil Sinergitas

dengan

Kepolisian

Negara Republik

Indonesia, 

Tentara Nasional 

Indonesia dan 

Instansi Vertikal

di Wilayah 

Kecamatan

Harmonisasi

Hubungan

dengan Tokoh

Agama dan 

Tokoh

Masyarakat

Jumlah Laporan

Pelaksanaan

Harmonisasi

Hubungan

dengan Tokoh

Agama dan 

Tokoh

Masyarakat



Cascading Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025

Tujuan Indikator Sasaran ke-2
Indikator

ke-2
Program Indikator Kegiatan Indikator

Sub 

Kegiatan
Indikator

MENINGKAT

NYA 

KINERJA 

PENYELENG

GARAAN 

PEMERINTA

HAN DI 

KECAMATAN

NILAI 

SINERGITAS

MENINGKATNYA 

AKUNTABILITAS 

KINERJA DAN 

AKUNTABILITAS 

PELAYANAN 

PUBLIK

1. NILAI 

SAKIP 

PERANGKAT 

DAERAH; 

dan

2. NILAI 

MANAJEMEN 

RISIKO

PROGRAM 

PENYELENGGAR

AAN URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM

Persentase

Urusan

Pemerintah

an Umum

yang 

Diselenggar

akan

Penyelenggar

aan Urusan

Pemerintahan

Umum Sesuai

Penugasan

Kepala

Daerah

Jumlah

Penyelenggara

an Urusan

Pemerintahan

Umum sesuai

Penugasan

Kepala Daerah

Pelaksanaan

Semua

Urusan

Pemerintahan

yang Bukan

Merupakan

Kewenangan

Daerah dan 

Tidak

Dilaksanakan

oleh Instansi

Vertikal

Jumlah

Dokumen

Semua Urusan

Pemerintahan

yang Bukan

Merupakan

Kewenangan

Daerah dan 

Tidak

Dilaksanakan

oleh Instansi

Vertikal

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN 

DESA

Persentase

Desa Naik 

Kelas

Fasilitasi, 

Rekomendasi

dan 

Koordinasi

Pembinaan

dan 

Pengawasan

Pemerintahan

Desa

Jumlah

Pelaksanaan

Fasilitasi, 

Rekomendasi

dan Koordinasi

Pembinaan dan 

Pengawasan

Pemerintahan

Desa

Fasilitasi

Administrasi

Tata 

Pemerintahan

Desa

Jumlah

Dokumen yang 

Difasilitasi

dalam rangka

Administrasi

Tata 

Pemerintahan

Desa

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Desa dan 

Pendayaguna

an Asset Desa

Jumlah

Dokumen yang 

Difasilitasi

dalam rangka

Pengelolaan

Keuangan Desa

dan 

Pendayagunaan

Aset Desa



Perjanjian Kinerja Camat Bersama Bupati



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025



Capaian Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025
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Capaian Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025



Capaian Kinerja Kecamatan Modo Tahun 2025



Proses Bisnis 

Kecamatan Modo

PROSES BISNIS 
PENDUKUNG

•Peraturan Perundang-Undangan

•Tugas dan Fungsi Organisasi dan 
PeningkatanKkualitas SDM

•Ketersediaan Sarana & Prasarana
Pendukung

•Perencanaan yang Baik

•Anggaran yang Memadai

PROSES BISNIS 

MANAJEMEN

•Tata Kelola Organisasi

•Kepatuhan Internal 

• Inovasi

INPUT

•Regulasi

•Anggaran

•SDM

•Peran Masyarakat

SUPPLIER PROSES 

BISNIS INTI 

•Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan
Modo

•Meningkatnya
Kemandirian Desa

OUTCOME

•Nilai SAKIP Kecamatan

•Persentase Desa Naik Kelas

OUTPUT

•Meningkatnya
Manajaemen Internal 
Perangkat Daerah

•Meningkatnya
Pemberdayaan Desa

•Badan/Dinas/ 
Kelurahan/Desa



Proses Bisnis 

Kecamatan Modo

Tujuan I

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan

Indikator Tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran

Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatkan Kualitas SDM
Pemenuhan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Pelayanan Publik
Tersedianya Mekanisme

Pelayanan yang Baik

1. Melaksanakan Bimtek

Pelayanan Publik bagi Staf

Seksi Pelayanan

2. Melaksanakan Studi

Referensi Pelayanan

Publik

3. Penerapan Zona Integritas

1. Perbaikan Sarana 

Prasarana Pendukung

Pelayanan Publik

2. Pengadaan Komputer

3. Peningkatan Kualitas

Jaringan IT yang 

Mendukung Kelancaran

Pelayanan Publik

1. Pemanfaatan Aplikasi Media 

Sosial sebagai Sarana Aksi Cepat

Tanggap Pelayanan Publik dalam

Merespon Kebutuhan Masyarakat

2. Menyediakan Nomor Telepon

Seluler Khusus untuk Masyarakat 

yang Menginginkan Informasi

Akurat Seputar Pelayanan

3. Penyusunan SOP Pelayanan dan 

Evaluasinya

Bentuk

Inovasi :

PALAPA 

(Pelayanan

Langsung

PATEN 

WhatsApp)



Proses Bisnis 

Kecamatan Modo

Tujuan I

Meningkatkan Kemandirian Desa

Indikator Tujuan

Meningkatkan Kemandirian Desa

Sasaran

Jumlah Desa Mandiri

Meningkatkan

Kualitas SDM

Peningkatan Tertib

Administrasi Desa
Sarana dan Prasarana

Pemerintahan Desa

Melaksanak

an Bimtek

Tata Kelola 

Pemerintah

an Desa

1. Melakukan Pembinaan

Tertib Administrasi

2. Penerapan Sanksi yang 

Tegas terhadap Segala

Bentuk Pelanggaran

Administrasi

3. Pembuatan LHP setelah

Monitoring Evaluasi

Dilakukan sesuai

Ketentuan yang Berlaku

1. Peningkatan Sarana 

dan Prasarana

Penunjang

Kelancaran Aktivitas

Kegiatan Pekerjaan

2. Pembangunan 

Infrastuktur

1. Memfasilitasi Pertumbuhan

dan Perkembangan

Pelatihan UMKM/Industri

Rumah Tangga Desa

2. Fasilitasi Bidang Pendidikan 

dan Kesehatan di Desa

3. Fasilitasi Pertumbuhan dan 

Perkembangan BUMDes

dan BUMDesma

Peningkatan

Koordinasi dengan

Instansi Terkait

1. Melaksanakan Rapat

Koordinasi antar instansi, UPT 

dan Kepala Desa

2. Melaksanakan

Musrenbangdes/Kecamatan

3. Melaksanakan Pengendalian

Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan di Wilayah Desa se 

Kecamatan melalui Koordinasi

dengan Kepala Dusun

4. Melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi secara berkala

Pemberdayaan

Masyarakat Desa



Manajemen Risiko Kecamatan Modo

SETELAH EVALUASI

Rencana Tindak 

Pengendalian

RATA-RATA NILAI 

RISIKO

Tujuan/ Sasaran 

Strategis

Indikator Kinerja

Risiko Sebab

C/UC

Dampak

Skala 

Dampak

Skala 

Kemung

kinan

Nilai 

Risiko

Rata-

rata 

Level 

Damp

ak

Rata-

rata 

Level 

Kemun

gkinan

Skala 

Risiko 

Kompo

sit

Uraian
Kode 

Risiko
Pemilik Uraian Sumber Uraian

Pihak yang 

Terkena

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI 

KECAMATAN
PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

Persentase Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Kecamatan

Pelayanan E-KTP

dan KK terlambat

RSP 1 Camat Server dan Jaringan 

IT Lokal/Nasional 

terbatas

Eksternal UC Masyarakat tidak 

puas dengan 

layanan yang 

diberikan

Masyarakat/ 

Camat

3 3 9 Peningkatan pelayanan 

sesuai dengan SOP dan 

pengadaan sarpras 

pelayanan PATEN

3 3 9

Kurangnya minat 

masyarakat dalam 

memanfaatkan 

pelayanan publik di 

kecamatan 

RSP 1 Camat Kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat 

tentang pelayanan 

publik yang ada di 

kecamatan

Internal dan 

Eksternal

C Rendahnya 

pemanfaatan 

pelayanan publik 

oleh masyarakat

Masyarakat/

Camat

3 3 9 Melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat bahwa 

terdapat pelayanan publik 

di kecamatan yang bisa 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat

3 3 9

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN

Prosentase Jumlah Koordinasi dan 

Pembinaan di Bidang 

Pemerintahan, Keamanan dan 

Ketertiban, Sosial dan 

Pembangunan Wilayah

Masyarakat  

kurang 

berkembang

RSP 2 Camat Kurangnya kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat desa

Internal C Ekonomi

masyarakat sulit

berkembang

Masyarakat / 

Camat

2 2 4 Meningkatkan sosialisasi 

dan koordinasi terkait 

pemberdayaan 

masyarakat 

2 2 4

PROGRAM 

KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Prosentase  Jumlah Koordinasi dan 

Pembinaan di Bidang 

Pemerintahan, Keamanan dan 

Ketertiban, Sosial dan 

Pembangunan Wilayah

Rawan Konflik di 

masyarakat

RSP 3 Camat Kurangnya hubungan 

yang harmonis 

dengan tokoh agama 

dan tokoh masyarakat

Internal C Desa tidak 

kondusif

Masyarakat / 

Camat

2 2 4 Merangkul tokoh agama 

dan tokoh masyarakat 

untuk berperan aktif dalam 

menjaga keamanan dan 

ketenteraman di wilayah 

masing-masing

2 2 4

PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA

Prosentase  Jumlah Koordinasi dan 

Pembinaan di Bidang 

Pemerintahan, Keamanan dan 

Ketertiban, Sosial dan 

Pembangunan Wilayah

Terlambatnya 

laporan LPPD desa 

dan data-data yang 

diperlukan lainnya

RSP 4 Camat Perangkat desa 

kurang memahami 

teknologi serta tingkat 

kedisiplinan yang 

rendah

Internal C Desa mandiri

sulit dibentuk

Masyarakat / 

Camat

2 2 4 Meningkatkan pembinaan 

di bidang IT dan 

penindakan tegas bagi 

perangkat desa sesuai 

SOP

2 2 4
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Rencana Aksi Kecamatan Modo Tahun 2025



Inovasi Kecamatan Modo



TERIMA KASIH


